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WALIKOTA PROBOLINGGO 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 
NOMOR 9 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 

2009 TENTANG PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK  
KOTA PROBOLINGGO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Dinas Komunikasi 

dan Informatika yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 
Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota 
Probolinggo yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Humas 
dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, maka  untuk 
selanjutnya pelaksanan Pusat Layanan Informasi dan 
Pengaduan Publik Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a Konsideran ini, maka perlu mengubah Peraturan 
Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pusat 
Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo 
dengan Peraturan Walikota Probolinggo; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PER/12/M.PAN/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum 
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
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14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi 
dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
118/KEP/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum 
Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 
371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas 
Pemerintah; 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota 
Probolinggo  Tahun 2003 Nomor 1 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 
tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah 
Kota Probolinggo  Tahun 2003 Nomor 2 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo 
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 

22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo 
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 3); 

23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2009 
TENTANG PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN 
PUBLIK KOTA PROBOLINGGO. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo (Berita 
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 
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Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 9 

Lembaga Musyawarah/dialog langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

d, yaitu suatu wadah tempat berkumpulnya masyarakat yang mengadakan 

dialog/musyawarah dengan Pemerintah Kota pada waktu dan tempat yang 

disepakati dalam program : 

a. Cangkruan; dan 

b. Kancaba. 

 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal    21   Maret    2013 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 
Ttd, 

H. M. BUCHORI 
 
 
Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal   21  Maret   2013 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 
Ttd, 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 9 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 
AGUS HARTADI 

Pembina Tk. I 
NIP. 19660817 199203 1 016 


